BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beserta analisis penelitian yang telah dilakukan
oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi
masyarakat serta dampak dari partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian
program yang dilakukan oleh gabungan masyarakat bersama BFEC dan Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat di Desa Cupunagara, Kabupaten
Subang untuk berkolaborasi berpartisipasi bersama dalam Pelestarian Kawasan

Konservasi Hutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya

Pada aspek Sumber Daya, di Desa Cupunagara Kabupaten Subang terdapat
potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain kopi,
sumber mata air, madu hutan dan gula aren. Namun potensi sumber daya yang ada
di Desa Cupunagara Kabupaten Subang belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan

dengan baik oleh masyarakat.

2. Dana

Pada aspek Dana, dengan adanya partisipasi yang diberikan oleh BFEC dan
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, partisipasi yang diberikan

berupa bantuan dana yaitu berupa uang, dan bantuan selain dana antara lain
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kegiatan bakti sosial, pemberian bibit pohon dan pemberian mesin pengolahan gula

semut di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

3. Koordinasi

Pada aspek koordinasi, masyarakat bersama BFEC dan Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat berpartisipasi melakukan kegiatan dan
berkontribusi untuk bersama sama melaksanakan program pelestarian kawasan
konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang berupa penanaman bibit
pohon di daerah mata air yang berguna untuk meningkatkan debit mata air serta

melakukan pengawasan dan pemeliharaan di daerah kawasan konservasi hutan.

4. Kegiatan Administrasi

Pada aspek Kegiatan administrasi, bahwa masyarakat tidak terlibat dalam
kegiatan administrasi akan tetapi BFEC melibatkan perangkat desa dalam kegiatan
administrasi seperti membantu membuat proposal kepada CSR, pembuatan MOU,
pembuatan proposal kepada pihak sponsor maupun kepada pemerintah setempat
dan BFEC sendiri memiliki surat ijin serta memiliki laporan hasil kegiatan untuk
berpartisipasi dalam pelestarian kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara

Kabupaten Subang.

5. Penjabaran Program

Pada aspek Penjabaran Program, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh
masyarakat, BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat
mulai dari perencanaan hingga pengimplementasian program yaitu berupa kegiatan

penanaman pohon, pemasangan sign serta himbauan untuk menjaga kelestarian
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hutan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan pelatihan
kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Desa

Cupunagara Kabupaten Subang.

6. Dampak

Pada aspek Dampak, hasil dari partisipasi masyarakat bersama BFEC dan
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat dalam program
pelestarian kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang
berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan hutan konservasi di
Desa Cupunagara serta dari dampak partisipasi masyarakat ini kelestarian hutan di
hutan konservasi dapat terjaga serta mampu menjadikan hutan konservasi menjadi
hutan edukasi dan hutan penghasil sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

6.2 Rekomendasi

Setelah memahami bentuk partisipasi masyarakat serta dampak dari
partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian program yang dilakukan oleh
gabungan masyarakat bersama BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2
Provinsi Jawa Barat di Desa Cupunagara, Kabupaten Subang dalam Pelestarian
Kawasan Konservasi Hutan, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi

untuk mengatas permasalahan yang ada. Diantaranya:

1. Pada aspek Sumber Daya peneliti mencoba untuk memberikan

rekomendasi yaitu perlu adanya peningkatan edukasi dan lebih sering melibatkan
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masyarakat dalam kegiatan konservasi hutan, agar masyarakat untuk ke depannya
bisa lebih mandiri untuk mengetahui dan mampu memanfaatkan sumber daya yang

terdapat di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

2. Pada aspek Dana peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi
kepada pemerintah dan stakeholder bahwa bentuk bantuan yang diberikan untuk
program pelestarian kawasan hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang, untuk
ke depannya tidak hanya memberikan bantuan berupa bibit untuk pelestarian, akan
tetapi bisa melihat dari sisi lain yaitu perbaikan jalan serta penerangan, agar untuk
ke depannya apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk menjadikan Desa
Cupunagara sebagai kawasan edukasi dan ekowisata yang berwawasan lingkungan
bisa menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk berwisata

dengan akses dan medan jalan yang mudah di tempuh.

3. Pada aspek Koordinasi peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi
bahwa untuk ke depannya, bila hutan konservasi sudah bisa berjalan dengan baik
partisipasi masyarakat yang perlu dilakukan adalah peningkatan untuk budaya lokal

nya di sekitar kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

4. Pada aspek Kegiatan Administrasi peneliti mencoba untuk memberikan
rekomendasi bahwa ke depannya, masyarakat bisa dilibatkan dalam proses kegiatan
administrasi termasuk dengan generasi muda yang ada di Desa Cupunagara
Kabupaten Subang. Tujuan ke depan nya bila Desa Cupunagara nantinya menjadi

Desa ekowisata dan kawasan edukasi, masyarakat di Desa Cupunagara mampu
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melakukan kegiatan administrasi dan mengelola desa nya secara mandiri tanpa

meminta bantuan dari pihak luar.

5. Pada aspek Penjabaran Program peneliti mencoba untuk memberikan
rekomendasi yaitu untuk program konservasi ke depannya, hutan konservasi bisa
dibagi ke dalam 3 zona. Diantaranya zona terluar yaitu hutan yang bisa dijadikan
sektor pariwisata, zona kedua hutan yang bisa dijadikan hutan edukasi dan
masyarakat bisa mengolah hutan tersebut untuk kebutuhan bersama seperti
perkebunan, kopi dan hasil alam yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
Sedangkan di zona yang ke 3 yaitu zona dimana isinya seperti penangkaran satwa
langka, tumbuh tumbuhan yang langka serta tempat konservasi yang hutan nya
benar - benar asri jarang di jamah oleh manusia, agar kelestariannya bias terjaga

untuk jangka waktu yang lama.
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